BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upah merupakan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan diri
pekerja maupun keluarganya serta cerminan kepuasan kerja. Upah ini merupakan
hak pekerja yang diterimanya sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
dilakukannya. Hak untuk menerima upah ini timbul pada saat dimulainya
hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus dan upah bagi orang
yang mempekerjakan merupakan kewajiban.

Upah dibayarkan atas kesepakatan dan diketahui kedua belah pihak
mengenai besaran jumlah yang harus diterima oleh pekerja. Apabila pekerja
sudah bekerja, tetapi menyalahi kesepakatan, maka yang mempekerjakan punya
hak pilih baik menolak hasil kerja dan menuntut kompensasi (ganti kerugian)
untuk materialnya, atau menerima kerja dan membayar dengan tulus, tetapi tidak
lebih dari upah yang telah disepakati.’

Pada dasarnya, setiap transaksi kerja akan menimbulkan kompensasi.
Kompensasi dalam transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut dengan

ujrah (upah).’

' Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, (diterjemahkan oleh Joko Supomo, dari buku An
Introduction to Islamic Law), (Jogjakarta: Islamika, 2003), 229

? Imam Tagiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, Kifayah al- Akhyar, (Surabaya: Dar al-Ilm, t.t),
248.



Secara lebih luas wjrah (upah) terkait dengan pemberian imbalan kepada
pekerja tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, seperti upah buruh lepas di
perkebunan, upah pekerja bangunan yang dibayar mingguan atau bahkan harian.
Upah pekerja akan berdampak pada kemampuan daya beli, yang akhimya
mempengaruhi standar kehidupan pekerja dan keluarganya, bahkan masyarakat
umum.

Upah merupakan hal yang sering menimbulkan perselisihan antara orang
yang menyuruh bekerja (majikan) dengan pekerja (buruh). Untuk memadukan
keduanya perlu suatu aturan lengkap yang mampu mengatasi semua
permasalahan, yang bisa disebut dengan sistem pengupahan. Jadi, sistem
pengupahan adalah cara untuk membayar kompensasi atas apa yang memberi
manfaat, karena pekerjaan.

Menurut Bagir Sharief Qorashi, pengupahan bermakna membayar
kompensasi atas apa yang memberi manfaat, entah itu karena suatu pekerjaan

atau selainnya’. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 105:
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Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyats, lalu
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.’
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3 Baqir Sharief Qorashi, Keringat Buruh, (Jakarta: Al-Huda, 2007), 161.
* Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005 ),



Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang
pekerjaan di masyarakat. Apabila tidak ada kejelasan mengenai pengupahan,
tidak jarang menjadi potensi perselisihan dalam masyarakat.

Allah menghalalkan upah, sebab upah (ujrak) adalah kompensasi atas jasa
yang telah diberikan seorang tenaga kerja. Upah adalah imbalan yang diterima
seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia harus adil dan
layak serta dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).
Tingkat upah yang adil terletak pada kejelasan ‘agad (transaksi) dan komitmen
melakukannya. ‘Agad (transaksi) adalah ‘agad yang terjadi antara pekerja
dengan orang yang mempekerjakan. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan,
harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah
tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Khusus untuk
cara pembayaran upah, dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah,
Rasulullah bersabda:

Uy A QUSRS (.J.»,A.J;m\gl.pam Iy J6 - Jlshé_aiw\‘;.o),.éwsuaj

(srte oot olgy) 838 i O
Dan dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : Berikanlah
olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering.’

Unsur akad pengupahan meliputi jjab dan gabul karena dengan jjab dan

gabul terjadilah kontrak antara kedua belah pihak, namun, dalam hal ini harus

5 Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulug al-Maram, (diterjemahkan oleh Achamd Sunarto),
(Jakarta: Pustaka Amani Darul Ihya’, 2000), 404.



jelas perwujudannya dalam ucapan ataupun tulisan.® Mengenai masalah
pengupahan ini harus memenuhi syarat dan rukunnya,’ serta harus jelas
ketentuan kerjasamanya agar kerjasama antara orang yang mempekerjakan
(majikan) dan orang yang bekerja (buruh) tidak menimbulkan masalah.
Hubungan antara kedua belah pihak harus saling memahami kepentingan dan
kebutuhan masing-masing, sehingga terjadi pola hubungan sinergis yang
harmonis dan saling membantu, tanpa melanggar prinsip syariat.®

Dari keterangan di atas apabila sesuai dengan syariat maka kerjasama
antar masyarakat tentunya dapat tercapai, dengan pengertian tidak hanya
memperoleh keuntungan di dunia, tetapi juga mendapat ganjaran dan ampunan
dari Allah.

Penduduk Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan
mayoritas petani dan bekerja di sawah. Sebagian masyarakat di sana sebagai
pemilik sawah, sebagian penggarap sawah orang lain dengan sistem paroan dan
ada juga yang hanya sebagai buruh tani di sawah. Para buruh tani ini bekerja
pada saat musim tanam dan musim panen. Upah untuk buruh tani terdapat dua
macam bentuk upah yaitu uang dan hasil panen padi yang ditanamnya (gabah),
perbedaan bentuk upah ini terjadi karena antara buruh tani dan pemilik sawah

tidak ada kesepakatan terlebih dahulu mengenai bentuk upahnya.

¢ Rachmat Syafei, Fikih Mu‘amalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 46.
7 Ibid, 125-129.
8 Setiawan Budi Utomo, Fikili Aktual (Jakarta: Gema Insani Press, 2003 ), 62.



Upah buruh tani yang diperoleh dalam sehari Rp. 50.000 bagi buruh laki-
laki. ° Buruh laki-laki biasanya untuk mencabut bibit tanaman padi yang sudah
siap ditanam. Adapun upah bagi buruh perempuan adalah Rp. 40.000' biasanya
buruh perempuan ini menanam bibit padi yang sudah dicabut dan siap tanam,
selain mendapatkan upah, buruh tani juga mendapat makan pagi dan es cao di
siang hari serta air dingin seclama bekerja. Pembayaran upahnya dilaksanakan
setelah bekerja setiap harinya. Karena tidak ada kesepakatan terlebih dahulu
sebelum bekerja mengenai ketentuan upahnya, maka banyak di antara para buruh
tani yang meminta upahnya berupa hasil panen dari tanaman padi yang
dikerjakannya itu. Mercka meminta upah berupa hasil panen, karena hasil panen
yaitu gabah bisa disimpan untuk konsumsi yang akan datang, jika berupa uang
akan lebih cepat habis.!! Sedangkan bagi sebagian pemilik sawah upah berupa
hasil panen padi kurang menguntungkan karena akan mengurangi hasil panennya,
apalagi buruh yang meminta upah berupa hasil panen lebih dari satu orang,
schingga hasil penennya tidak bisa mencukupi konsumsi sampai masa panen
berikutnya.

Perbedaan bentuk upah karena tidak ada kesepekatan terlebih dahulu antara
buruh tani dan pemilik sawah yaitu upah tidak ada kejelasan dan hal ini berlainan

dengan syarat upah (ujrah) adalah harus jelas, artinya sebelum pekerjaan

9 Sadino (buruh tani), Wawarncara, Panyaksagan, 20 Mei 2012.

' Misrati (buruh tani), Wawancara, Panyaksagan, 19 Mei 2012.
""Misnatun (buruh tani), Wawancara, Panyaksagan, 20 Mei 2012.

2 Mutiyeh (pemilik sawah), Wawancara Panyaksagan, 19 Mei 2012.



dilaksanakan harus sudah ada ketentuan yang pasti, tidak boleh gara’’ dan
jumlahnya diketahui oleh kedua belah pihak."

Terhadap fenomena yang terjadi ini para tokoh agama berbeda pendapat
mengenai kebolehan atau tidaknya sistem pengupahan tersebut. Ulama atau
tokoh agama di Desa Panyaksagan sebagian membolehkan sistem pengupahan
yang terjadi di Desa Panyaksagan dengan alasan bahwa sistem pengupahan
seperti yang telah dijelaskan di atas adalah boleh karena sudah menjadi
kebiasaan masyarakat dan hal ini juga seperti yang terjadi pada zaman
Rasulullah, bahwasanya Rasulullah pernah mempekerjakan penduduk Khaibar
dengan mendapatkan setengah dari hasilnya berupa buah-buahan. >

Sedangkan ulama atau tokoh agama yang lainnya berpendapat bahwa
sistem pengupahan seperti di atas tidah boleh karena buruh tidak boleh
mengambil upah adari hasil apa yang dikerjakannya,'® dan tidak sesuai dengan
syarat upah-mengupah, bahwasanya upah-mengupah harus dijelaskan terlebih
dahulu sebelum buruh bekerja agar tidak menimbulkan masalah di waktu yang
akan datang."’

Berdasarkan perbedaan pandangan mengenai sistem pengupahan di atas
maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut sebagai tugas skripsi

dengan judul “Analisis A/-‘Urf Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang

" Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, Kifayah al-Akhyar, 250.

14 Z sinuddin, //ukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 150.
15 Salim Nasir (tokoh agama), Wawancara, Panyaksagan, 24 Mei 2012.

16 Abdul muiz (tokoh agama), Wawancara, Panyaksagan, 24 Mei 2012.

" Mushawir (tokoh agama), Wawancara, Panyaksagan, 30 Juni 2012.



Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis

Kabupaten Bangkalan”.

. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dalam paparan latar belakang di atas, maka dapat penulis simpulkan

identifikasi masalahnya yaitu sebagai berikut:

1.

2.

Kejelasan syarat dan rukun pengupahan

Waktu pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis
Kabupaten Bangkalan

Pekerjaan buruh tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten
Bangkalan

Alasan sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan Kecamatan
Klampis Kabupaten Bangkalan

Tokoh agama yang membolehkan sistem pengupahan buruh tani di Desa
Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan

Tokoh agama yang tidak membolehkan sistem pengupahan buruh tani di
Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan

Dari identifikasi masalah yang ada, agar penulisan ini tidak menyimpang

dari apa yang telah dijadikan sebuah permasalahan, maka penulis memberikan

suatu batasan masalah, yaitu Pandangan tokoh agama tentang sistem

pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten

Bangkalan.



C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil suatu
rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan tokoh agama tentang sistem pengupahan buruh tani di
Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana analisis a/-‘urf terhadap pandangan tokoh agama tentang sistem
pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten

Bangkalan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran hubungan topik
yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh
penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Dan akan dipaparkan
ringkasan penclitian yang sudah pernah dilakukan, sehingga terlihat jelas bahwa
penelitian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan dari penelitian
sebelumnya.

Penelitian yang sudah pernah dibahas mengenai upah yaitu dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah- Penjemur Padi (Studi Kasus
di Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerili Kabupaten Ngawi)”,
oleh saudara Wiwin Norma Yunita yang membahas tentang pemberian upah
kepada penjemur padi dan ditinjau dari hukum Islam. Penjemur padi diberikan

upahnya setelah bekerja mengeringkan padi sebanyak 1 ton baik pada musim



kemarau atau musim hujan. Hal tersebut dalam tinjauan hukum Islam adalah
boleh karena sudah ada kerelaan antara kedua belah pihak. '

Skripsi lain yang juga membahas tentang upah yaitu dengan judul
“Analisis al-ujrah terhadap pengupahan burub tani dengan sistem tukar jasa
(liron geger) di Desa Delegan Panceng Gresik’, oleh saudara Yushiba Selvianan
yang membahas tentang upah kerja dengan sistem liron geger yang dilaksanakan
secara bergilir. dan berkelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Untuk waktu
pelaksanaanya tidak ditentukaﬁ meskipun akad sudah disepakati di awal,
sehingga terkadang pada waktu kerja salah satu pihak tidak datang karena udzur,
sakit ataupun ada kepentingan mendadak, sehingga permasalahannya adalah ada
sebagian orang yang tidak memberikan upahnya karena tidak bisa datang
bekerja."”

Skripsi lain yang juga membahas tentang upah yaitu dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanasn Upah Buruh Tani Pengetam Padi
dengan Sisitem Borongan di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten
Pasuruan’; oleh saudara wamik yang membahas tentang pelaksanaan upah buruh
tani dengan sistem borongan yaitu orang yang memiliki sawah membayar upah

kepada satu orang yaitu pemborong dengan ketentuan pembayaran dilakukan

*® Wiwin Norma Yunita, Tinjavan Hukum Islam Te erhadap Pemberian Upah penjemur padi
(Studi Kasus di Sumber Makmur Desa Randusongo Kecamatan Gerili Kabupaten Ngawi), Skripsi
pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

' Yushiba Selvianan, Analisis al-ujrah terhadap pengupahan buruh tani dengan sistem tukar
Jasa (liron geger) di Desa Delegan Panceng Gresik, Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah
IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
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setelah selesai panen padi dan padi sudah ditimbang, yang sebelumnya
pemborong diberi uang muka terlebih dahulu, sedang pemborong membayar
kepada buruh beberapa hari sebelum padi dipanen, dengan pembayaran demikian
itu adakalanya waktu memanen buruh ada yang tidak datang dengan alasan sulit
atau manen di sawah lain, masalahnya adalah ada sebagian buruh yang tidak
menunaikan kewajibannya bekerja, padahal buruhh tersebut sudah mendapat
upah di muka.?®

Skripsi lain yang juga membahas tentang upah yaitu dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh di Desa Kantong
Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan’, oleh saudara Kumalah yang
membahas tentang upah buruh yang pelaksanaannya, seorang majikan membayar
upah kepada pihak buruh jauh hari sebelum melaksanakan pekerjaannya yang
nantinya buruh itu akan bekerja sesuai dengan upah yang diterimanya.”'

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Analisis A/-
‘Urf Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Pengupahan Buruh
Tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan”.
Penelitian yang penulis lakukan memfokuskan pada pandangan atau pendapat

tokoh agama tentang sistem pengupahan buruh tani yang bentuk upahnya tidak

2 Wamnik, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Burub Tani Pengetam Padi
dengan Sisitem Borongan di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, Skripsi
pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1998.

21 Kumalah, Tinjavan Hukum Islam Terhadsp Pelaksanaan Upah Burulh di Desa Kantong
Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, Skripsi pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah TAIN
Sunan Ampel Surabaya, 1994.
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ada kejelasan terlebih dahulu, dan ada salah satu pihak yang tidak rida.
Sedangkan penelitian yang sudah ada sebelumnya tentang salah satu pihak yang
tidak bisa melaksanakan kewajibannya yaitu tidak malakukan pekerjaan ataupun
tidak memberikan upahnya, jadi jelas berbeda dengan skripsi yang telah

dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

. Tujuan Penelitian
Berkenaan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin
dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh agama dan landasan hukumnya tentang
sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis
Kabupaten Bangkalan.

2. Untuk mengetahui analisis a/-‘urf terhadap pandangan tokoh agama tentang
sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis

Kabupaten Bangkalan.

. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna dalam
aspek-aspek sebagai berikut:
1. Aspek teoritis
a. Untuk memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan menambah

khasanah keilmuan.
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2. Aspek praktis
a. Diharapkan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat,
agar mengerti tentang sistem pengupahan yang sesuai dengan syariah.
b. Sebagai bahan kajian bagi para pembaca, para praktisi khususnya bagi

mahasiswa jurusan Muamalah.

G. Definisi Operasional
Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan pengertian
terhadap pokok pembahasan skripsi yang berjudul “Analisis A/-‘Urf Terhadap

Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa

Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan” maka perlu dijelaskan

beberapa kata kunci yang ada pada judul di atas:

Analisis Al-‘Urf : kupasan atau ulasan suatu hal, ? dengan
menggunakan a/-‘urf yaitu adat kebiasaan
mayoritas masyarakat yang merupakan salah
satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ %’

Pandangan Tokoh Agama : pendapat atau konsep yang dimiliki oleh

sc~:seorang24 yang dipandang oleh masyarakat

mempunyai kc:unggulan25 di bidang agama.

22 Michael R. Purba, Kamus Hukum, (Jakarta: Widya Tama, 2009), 29.
 Tim Redaksi, Ensikiopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. VII, 2006),
1877
z: Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Gitamedia Press, t.t), 576.
1bid, 615.



Sistem Pengupahan

Buruh tani

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan lokasi penelitian

13

Tokoh agama dalam penelitian ini adalah tokoh
agama di Desa Panyaksagan Kecamatan
Klampis Kabupaten Bangkalan.

suatu metode (cara) pembayaran imbalan atas
pekerjaan yang dilakukan dalam bentuk
materi.”®

orang yang bekerja di sawah orang lain dengan
mendapatkan upah atau imbalan. >’ Buruh tani
dalam penelitian ini adalah buruh tani di Desa

Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten

Bangkalan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang akan dilaksanakan

di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan. Dipilihnya

desa tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa telah banyak kejadian

sittem pengupahan yang dengan bayaran hasil panen padi, dan para tokoh

agama berbeda pendangan mengenai sistem pengupahan tersebut. Penulis

merupakan warga asli Desa Panyaksagan, dan telah melihat fenomina

6 Ahmad Ifham Sholihin, Bukw Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

Utama, 2010), 874,

2" Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 167.
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pengupahan tersebut sejak dulu, sehingga hal tersebut sangat membantu
penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Data yang dikumpulkan
Berdasarkan rumusan masalah maka data yang akan dikumpulkan untuk
menjawab rumusan masalah tersebut yaitu ada data mengenai pendapat
tokoh agama yang membolehkan dan pendapat tokoh agama yang tidak
membolehkan sistem pengupahan tersebut serta pendapat para buruh tani
serta pemilik sawah tentang sistem pengupahan buruh tani di Desa
Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.
3. Sumber data
a. Sumber data primer
Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung
dari sumbernya.?® Sumber datanya berasal dari para tokoh agama yaitu
para pemilik mushalla atau madrasah ibtidaiyah dan ustad yang mengajar
ngaji dan memberi ceramah dalam pengajian yang terdiri dari 4 Kyai
pemilik mushalla atau madrasah ibtidaiyah yaitu K. Mushowwir, K. H.
Salim Nasir, K. Abdul Muiz dan K. H. Yatim, dan 6 ustad di antaranya,
yaitu Shaleh dan Abd. Syukur, dan juga berasal dari buruh tani yang
terdiri dari 10 orang di antaranya, yaitu Sadino, misnatun, dan misrati,

serta dari 10 orang pemilik sawah di antaranya, yaitu Mutiyeh, Siti, dan

2 Soerjono Soekanto, Pengant ar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, 2010), 12.
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maryam, yang semuanya berasal dari Desa Panyaksagaan Kecamatan

Klampis Kabupaten Bangkalan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu literatur ataupun bahan pustaka yang
berkaitan dengan penelitian ini”’, antara lain:
1) Al-Qur’an dan Terjemahnya
2) Bagqir Sharief Qorashi, Keringat Buruh
3) Imam Tagiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, Kifayah al-Akhyar
4) Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulug al-Maram
5) Rachmat Syafei, Fikih Mu‘amalah
6) Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam
7) Setiawan Budi Utomo, Fikih Aktual
8) Dan buku-buku ataupun literatur lainnya yang berkaitan dengan

penelitian ini

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik sebagai

beriktu:

® Ibid,



a. Wawancara
Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara komunikasi
secara langsung’® dengan tokoh agama, buruh tani dan pemilik sawah di
Desa Panyaksagaan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.
b. Observasi
Observasi yaitu penggalian data dengan cara mengamati,
mendengar dan mencatat keadaan, peristiwa dan hal lain yang berkaitan
dengan penelitian.’’ Penggalian data ini dilakukan untuk mendapatkan
data tentang kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan sistem
pengupahan.
¢. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang sudah ada dari
dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.’
Dokumen-dokumen yang dimaksud seperti data penduduk dan jenis
pekerjaan.
S. Teknik analisis data
Data yang sudah dihimpun akan dianalisa secara deskriptif analisis
yaitu mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian

data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan

% Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif; (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cet.
XXV, 2008), 186.

3! Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 207.

% Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif; 216.
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gambaran mengenai masalah yang ada’® dengan menggunakan pola pikir
induktif* yaitu menganalisis data khusus berdasarkan dari hasil penelitian di
Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, kemudian di
teliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap perbedaan pandangan tokoh
agama mengenai sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan
Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, kemudian dianalisis secara

umum menurut a/- ‘urf

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyelesaian skripsi ini sistematis, maka dalam melakukan
pembahasan disusun berdasarkan urutan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang berisi tentang latar belakang
masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
metode penelitian meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik
pengumpulan data, dan metode analisis data serta terakhir membahas mengenai
sistematika pcmbahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang berisi tentang dua bahasan :
bahasan yang pertama membahas tentang al-jjarah meliputi : pengertian Jjarah,

dasar hukum Jjjarah, syarat dan rukun jjarah, macam-macam Jjjarah, dan

* Objek dan Metode Penelitian dalam http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=95648 (22
Juni 2012).
3 Lexi J. Molkeong, Metodologi Penelitian Kualitatif; 10.
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pembayaran upah dalam Islam, bahasan yang kedua yaitu membahas tentang a/-
‘urf meliputi : pengertian ‘urf dasar-dasar kaidah ‘urf, macam-macam ‘urf; syarat
diterimanya ‘urf kedudukan ‘urf dalam menetapkan hukum.

Bab tiga berisi hasil penelitian yang dilakukan di Desa Panyaksagan
Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan meliputi: gambaran umum Desa
Panyaksagan, sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan, serta
pandangan tokoh agama tentang sistem pengupahan buruh tani di Desa
Panyaksagan.

Bab empat berisi analisis terhadap hasil data pelitian yang dilakukan di
Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan meliputi: analisis
terhadap pandangan tokoh agama terhadap sistem pengupahan buruh tani dan
analisis a/-‘urf terhadap pandangan tokoh agama tentang sistem pengupahan
buruh tani.

Bab  lima berisi penutup yaitu pembahasan akhir yang meliputi

kesimpulan dan saran.



